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Menimbang

b.

SALINAN

PEMERINTNI KABI'PATEN KEDIRI

PERATI'RAI| DAIRAII KAEUPATEN XTDIRI
ltoMoR 6 TAHUI{ 2()12

TTITTAITG
PERLIITDIII{GAIT TERIIAI'AP PERIMPUAIT DAIT

AIYAIT KORBAI{ IITIIERASAN

DENGAN RAIIUAT TT'HAIT YAITG MAIIA ESA

BI'PATI I(EDIRI,
bahwa kekeraean terhedep perempuan dan anak mclrpaken
kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak
Asasi Manusia;
bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan terhadap perempuan

dan anak sering terjadi sedangkan pelayanan dan perlindungan

terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kediri belum
dilakukan secara optimal;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2OO2 tentatgPerlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga serta untuk melindungi perempuan dan anak, Daerah

perlu mengatur dalam Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud
datam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membcntuk
Peraturan Daerah tentang Perlindungan terhadap Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tcntang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor

32, Tamba,han l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

31s4);

Mengingat : 1.

2.

3.

:4.
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi tentang Penghapusan Sesala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of A1l

Forms of Discrimination Againts Women) (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan

Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak
Diperbolehkan Bekerja (I*mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3835);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekedaan Terburuk bagi
Anak (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor

30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

39a1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentaag Perlindungan
Anak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
1O9, Tambahan l,embaran Negara Republik hldonesia Nomor
a235);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4419);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncria
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teralhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4844);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Perlindungal
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentalrg Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 472O);

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

/

13.
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t4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosia-l (kmbarart Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O11 tentang Pengesahan
Conuention on TTe Rights of Persons uith Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 1O7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Keg'asama Pemulihan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indoneeia
Tahun 2OO6 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara

dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 22, Tarnbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4818);
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Konvensi Hak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang l,ayanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22.

23.

24.



25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2OO8
tentang Urusan Pemerintahan Kebupaten Kediri (Lcmbaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4l);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 Tahun 2008
tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana (Lcmbaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2O08 Nomor 32, Tambahan kmbaran Daera-h Kabupaten
Kediri Nomor 66);

D€rrga! PersetqJuan Bersama

DEWAIT PERWAXII,AIT RAITYAT DAERAII I{ABUPATEI{ XTDIRI
dan

BI'PATI KTDIRI

MEilTIIUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIIERAII TEIITA.IIG PERLII{DIII|G,I|N TERIIADIIP
PEREUPUAN DIN A"IIAK I(ORBAN IITIIERASAI|.

BAB I
KEfEITTUAI( T'UUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kediri sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan
untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atam pihak lain yang mengetahui atau
mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

yang masih dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa

menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi

nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
g. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan

perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan

atau penderitaan perempuan secafa frsik, seksual atau psikologis, ter:nasuk
ancarnan tindakan tertentu, pemaksaan atau perarnpasan kemerdekaan sccata
sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan

pribadi.
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terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental,
seksual, psikologis, termasuk penelantara. dan perlakuan buruk ya,g
mengancarn integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau
penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari
kekerasan.

12. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban
ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya
kekerasan terhadap korban.

13. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lcmbaga yang mcmpunyai
keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi
dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

14. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai keahlian untuk mendengarkan
secara empati dan menggali permasalahan untuk memberikan konseling dalarn
upaya penguatan psikologis korban.

15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang
selanjutnya disebut VZIY2A adalah lembaga penyedia layanan yang berbasis
rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (medico-

legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
16. Medico-legal adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan

pembuktian dalam proses peradilan.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah prosedur

yang menjadi acuan lindakan layanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial

dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri,

atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya
atau kelualga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.

2O. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak,
adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu,

sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap

dalam satu rumah.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk

memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan stander operasional
yang ditentukan.

BAA II
ASAS DAIT TUJI'AIT

Pasal 2

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekeraeen dilakukEl1

berasaskan :

a. penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia ;

b. martabat kemanusiaan Yang sama ;

c. non diskriminasi ;

d. keadilan dan kesetaraan gender;



e. perlindungan korban; dan
f. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan :

a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuErn dan anak;
b. melindungi perempuan dan anak korban kekerasan ;

c. membantu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera;
d. memberikan rasa arnan terhadap perempu€rn dan anak korban kekerasan ;

e. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban
kekerasan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan.

BA.B III
BENTUK XEKERA'SAIT

Pasal 4

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa :

a. Kekerasan lisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 5

Kekerasan frsik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pcrbuatan
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 6

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.

Pasal 7

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap
dalam lingkup rumah tangga tersebut;

b. pemaksaan hubungan seksual rcrhadap salah seorang dalam lingkup nrmah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial danlatau tujuan tertentu.

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang ddam lingkup rumah tangganya,
padahal rnenurut hukum yang berlaku baginya atau karena persecujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.

/
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(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iuga berlaku bagi setiap
orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan /atau- rnelarang untuk bekerji yang tayak di dalam ?i", ailrr.. rumah
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB W
HAIi XEWA^,rBAII DAI{ TANGGIII|G JAWAB

Beglan Kcratu
HaL Korbaa

pasal 9

Korban berhak mendapatkan:
a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejalsaan, pengadilan, advokat,

lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan
penetapafl perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganzrn secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

e. pelayalan bimbingan rohani.

Bagian Kedua
KewqJiban dan Taagguag .Iawab Pemcrlatah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. melaksanakan segala upaya pencegahan tedadinya kekerasan;
b. menyelenggarakan layanan terpadu bagi korban;

-.. c. menjamin penyelenggaraan perlindungan untuk korban dengan memPerhatikan

hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara huktrm
bertanggung jawab terhadap korban;

d. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, yang diselenggarakan
oleh masyarakat agar sesuai standar pelayanan minimal; dan

e. membuka akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anek korben
kekerasan.

Bagtaa Ketiga
Pcran Scrta ilacyaratat

Pasal 1 1

IVlasyarakat berperan serta untuk melakukan :

a. upaya pencegahan terjadinya kekerasan;

b. kontrol sosial;
c. pertolongan terhadap korban serta membantu proses pengajuan peliaporan

kepada pihak yang berwenang;



d- upaya perlindungan dan dukungan moril dan/atau materiil kepada korban.

BAB V
PERLII{DUI|GAN

B.gle! Ncretu
Kolcmbegaan

Pasal 12

(1) Perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu dalam
wadah PTP2A.

(2) P2'[V2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepata Daerah.

Baden Kcdua
Hnstp Pel,ayanaa

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip-prinsip
antara lain :

a. cepat;

b. aman;

c. empati;
d. non diskriminasi;
e. mudah dijangkau;
f. ra-hasia; dan
g. terpadu.

Bagiaa Kettge
BcntuL dan ilekanlrmo PGleyalretr

Pasal 14

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan P2TP2A meliputi :

a. penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasaL;
d. penegakal dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kckerasan;
e. pemulangan dan reintegrasi sosid bagi perempuan dan anak korban kekeraean'

Pasal 15

Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut SOP yang diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

8



Pasal 16

Dalam melaksanakan pelayanan, para pemberi layanan wajib berkoordinasi dengan
tetap mempertimbangkan pendapat dan kepentingan korban

BAB VI
PEITDA}IPIITGAN

Pasal 17

Pendampingan dilalekan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian
untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan
korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A.

BAA \III
PEI-APORAIT

Pasal 18

Kepala Daerah bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM

Bidang l,ayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan
disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam

Negeri.

BAB VIU
PEITI'AI{AAIT

Pasal 19

Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan

anak korban kekerasan, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta penerimaan lainJain yang sah
dan tidak mengikat.

BAB Ix
SAI{I(sI

Pasal 2O

Apabila pejabat yang menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan.
Pengelola P2TP2A yang melaksanalal tugas pelayanan yang melanggar

prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai kewajiban dan
tanggung jawabnya sesuai dengan mekanisme internel P2TP2A.

(1)

(2t
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BAB X
XEIENTUAIT PEIYUTT'P

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaennya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal22

Peraturarr Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan. pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 -3 -2012

BUPATI KTI'IRI,
ttd

HAR"AIYTI SUTRISITO

Diundangkar di Kediri
pada tanggal 17 -4-2OL3

SEIRETARIS DAERATI I$BT'PATEN KTDIRI,
ttd

$,POYO
LEMBARA]I DATRAH KABUPATEN I{EDIRI TAIIUN 2(,13 ITOUOR 6

Sallnen scsuai dengan asltaya
a.!. EpPii?I-IIEITIRI

sEx!#tARrs lrrmu(/

\_.
AU?OYO
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PElTJEL/\SAIII
ATAS

PERATT'RAIT DA.ERAII XABI'PATEIT XTDIRI
ISOMOR 6 TAHT'IT 2012

TEITTAI{G
PERLIITDI'I{GAIT TERHAI'AP PEREUPUAIT DAI| ATAI( KORBAI I(EXERASAIT

UMUM
Upaya penghapusan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan

anak harus terus dilakukan, dan pelaksanaannya seharusnya dilakukan secara
terkoordinasi dan terpadu antar dinas dan/atau badan yang terkait. Untuk
kelancaran pelaksanaan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dart anak
tersebut di Kabupaten Kediri perlu peraturan daerah yang mengatur tentang
perlindungan terhadap korban.

Guna menunjang pelaksanaan tersebut, perlu pcngaturan mengenai
mekanisme dan kerja sama mulai dari pemulihan korban terhadap fisik
dan/atau psikisnya, dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan

kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekeda sosial, pembimbing
rohani dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektilkan pelayanan
terpadu, maka dalam peraturan ini terbuat mekanisme yang akan
mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligua men3rusrrn rcncana
program bagi peningkatan upaya penghabisan semua bentuk kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

Penyelenggaraan kerja sama pemulihan perempuan dan anak korban
kekerasan diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik ftsik
mampun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat
menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan akan hidup ditengah masyarakat
seperti semula.

Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera

setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh

pelayanan bagi pemulihan kondisi peremputln dan anak korban kekerasan.
Selain itu, upaya-upaya penghapusan kekerasan secara preventif, juga terus
menerua dilakukan dengan berbagai cara, sehiagga kokcraoan torhadaP
perempuan dan anak dalam jangka panjang dapat dihapuskan atau minimal

dapat diturunkan angkanya.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.



AnCka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8

Kekerasan sebagai terjemahkan dari oviolence' berarti suatu serangan
terhadap frsik maupun integritas mental psikologi seseorang. Oleh
karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja
seperti perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetapi juga yang
bersifat non fisik seperti pelecehan seksual, ancaman dan paksaan
secara emosional perempuan atau laki-laki yang mengalaminya akan
terasa terusik batinnya. Kekerasan inilah yang disebut sebagai

kekerasan berbasis gender.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Anska 11
Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka i3
Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17
Cukup jelas.



Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Penghormatan dan Pengakua-n atas hak-hak berarti menghormati dan
mengakui terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagai manusia.

Hurufb
Cukup jelas.

Huruf c
Non diskriminasi artinya tidak melakukan pembedaan dengan alasan

dan cara apapun, baik menyangkut agama kepercayaannya, suku,ras,
jenis kelamin, warna kulit, bahasa dan politik.

Huruf d
Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan antara laki-laki dan

perempuan berdasarkan ruang dan waktu yang terus berubah. Karena

pemahaman atau penafsiran terhadap kaidah agarna berbeda secara

individuat sedangkan sifat kaidah (norma statis) tidak dapat berubah
rnaka seharusnya ada pemaharnan yang benar sehinega tidak
berdampak negatif karena aplikasi sebagian dapat menyesuaikan dan
sebagian lagi merupakan dogmatis sedang situasional menunjukkan

penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilalukan sama di semua

strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutnya eEtality in
diuersitg (persamaan dalam keragaman).
Keadilan dal kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dari
siklus sosial perempua-tr daa laki-laki actara, serasi, scimbang dan
harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil

antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan

gender harus memperhatikan masdah kontekstual dan situasional,

bukan berdasa.rkafl perhitungan secara matematis dan tidak bersifat
universal. Pandangan ini membedakan sekurang-kurangnya tiga
konteks kehidupan sea€orang dalam keluarga, masyarakat dan agama'
Contoh Kontekstual dari segi agama : mengenai hak warie.
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Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Kepentingan terbaik bagi korban, adalah bahwa dalam semua tindakan
yang menyangkut korban yang dilakukan pemerintah, masyarakat,
Badan Legislatif, dan Badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik
bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Hurrf a

Yang dimaksud dengan "lembaga soeial" adalah lcmbaga atau
organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah

tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum.

Hurufb
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "peke{a sosial" adalah seseorang yang

mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang

pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh

pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Hurrf e
Cukup jelas.
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Pasal 1O

Huruf a
Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini sesuai dengan salah
satu ketentuan tujuan Negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan
UUD 1945 alenia ke 4 yang berbunyi: ......dengan tujuar : melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darale Indonesia,....

Huruf b
Hal ini sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial
dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
1329lMENKES/SKB/X/2OO2 perihal Pelaya:ran Terpadu Korban
Kekerasan terhadap Perempual dan Anak, dan Surat Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor 188/121/KPTSlOlS|2OOS tentang Tim
Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Bentuk pengawasan dimaksud adalah sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang melibatkan masyarakat selanjutnya diatur
dalam SOP.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tent€ng
Penghapusan Kekeraean Dalam Rumah Tangga (KDRf) yang menyatakan
bahwa : Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai

dengan batas kemamPuannya untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasa-l 13
Hun-rf a

cepat berarti sesegera mungkin dilayani, sehingga korban terbebas dari

rasa sakit, khawatir, ketakutan dan korban dapat segera sembuh'
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Huruf b
Aman berarti terlindung dari ancaman dan/ atau kekerasan pelaku
kekerasan dan/atau pihak lain.

Huruf c
Empati adalah rasa mengerLi dan memahami apa yang dialami korban.

Huruf d
Non diskriminasi artinya tidak melakukan pembedaan dengan qlasan
dan cara apapun, baik menyanglmt agama dan kepercayaannya, suku,
ras, jenis kelaimin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Huruf e
Mudah dijangkau berarti tempat pelayanan yang dapat dijangkau
dengan segala alat tranaportasi dan komunikaei.

Huruf f
Kerahasiaaan berarti korban mendapat perlindungan atas privasinya.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 14

Bentuk pelayanan disesuaikan dengan petmasdahan yang dialami korban.

Pasal 15
SOP disusun sebagai acuan prosedur pelayanan perlindungan yang berlaku
bagi semua pihak yang memberikan layanan dan ditetapkan olch Kepala
Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasa1 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Dana perlindungan digunakan untuk:
a. pemulihan perempuan dan anak korban kekerasaan, termasuk di

dalamnya pemulihan fisik, psikis dan ekonomi, supaya korban dapat
kembali hidup di lingkungan masyarakat'

b. Penanganan kasusnya, untuk semua tahap penyelesaian kasus
berdasarkan kepentingan terbaik korban.
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c. Melakukan pembuatan data base kasus dan pencatatan proses
penanganan kasus untuk mengembangkan mekanisme penanganan
kasus yang lebih efektif dan efisien, yang dapat dituangkan dalam SOp.

d. Upaya-upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, membentuk
masyarakat peduli korban kekerasaan yang bertugas mencegah dan
mengawasi kekerasaan yang te{adi disekitarnya.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.
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